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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN 

PIDANA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP PELAKU  

TINDAK PIDANA KESUSILAAN 

(Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET) 
 

Oleh 

L. HENDI PERMANA 

 

Kasus yang diputus di bawah minimum yang diatur dalam Undang-Undang 

adalah kasus kesusilaan yang diputus di Pengadilan Negeri Metro 

No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET. Terdakwa dituntut Pasal 81 Ayat (2) UU RI 

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan pidana di bawah minimum 

terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan pada perkara 

No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan apakah putusan hakim dalam perkara 

No.107/Pid.sus/2015/PN.MET sesuai dengan rasa keadilan. 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan 

wawancara langsung serta data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literartur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah pada skripsi ini. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis 

guna menjawab permasalahan yang ada.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana di bawah pidana minimum 

terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan pada perkara 

No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-

fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan 

mulai dari aspek yuridis dan non yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang 

benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif 

karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam puusan 

hakim harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga 

keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam 

putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan 

moral, dan keadilan masyarakat. Keadilan masyarakat dalam perkara 

No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah 
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minimum berdasarkan asas keadilan dan keadaan yang melingkupinya, karena 

hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka 

secara otomatis hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim  

menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara 

otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu 

pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya 

berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik 

keadilan.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah setiap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap 

anak seharusnya dihukum dengan hukuman yang maksimal, sehingga 

memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain 

dan bagi aparat penegak hukum disarankan untuk lebih intens dalam menangani 

masalah perlindungan hukum kepada anak, orang tua dan masyarakat luas pada 

umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap 

lingkungan dan tempat bermain anak. 

 

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Di Bawah Minimum, Tindak Pidana 

Kesusilaan 
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 I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap pelaku tindak pidana kesusilaan seharusnya dihukum dengan hukuman 

yang maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai 

pembelajaran bagi pihak lain, pada kenyataannya majelis hakim menjatuhkan 

pidana di bawah ancaman minimal terhadap pelakupencabulan dapat ditempuh 

dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program 

pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-

haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan 

dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih belum mampu secara optimal 

dalam memberikan perlindungan kepada anak, bahkan jumlah anak yang 

menjadi korban pencabulan mengalami peningkatan. Padahal undang-undang 

ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan 

pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada pelaksanaannya sanksi 

tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat 

penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum 

kepada anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Upaya memberikan 

perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan 
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dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan 

hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau menjadi korban tindak 

pidana kesusilaan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upayapemulihan 

terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Caranya antaralain dengan 

mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban 

tindak pidana kesusilaandalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi 

pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak 

yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi 

mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.  

 

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai 

generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi 

masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi 

kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah 

atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan 

upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun 

apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka 

mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma 

hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja 

hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan 

penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses 

peradilan pidana. 
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Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan 

diri dari hubungan timbal balik dan kepentingan yang sangat terkait antara 

yang satu dengan yang lain nya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, 

misalnya segi agama, social budaya, politik dan Termasuk pulasegi hukum.  

 

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkn konflik 

kepentingan yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak 

pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut , maka dibuat 

suatu aturan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang 

melanggar aturan ukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan 

diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang 

yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanski pidana berupa 

hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda. 

 

Sebagaimana undang-undang pada umumnya, Undang-undang perlindungan 

anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam 

perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat : 

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran 

strategis, dan 

3. mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan 
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4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan 

mempunyai akhlak yang mulia. 

5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang: 

a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi 

b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh 

pendidikan yang wajar, apalagi memadai 

 

Selain itu undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk 

menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 

orangtua dan anak, mengingat: 

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari 

merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum 

secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 

1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar 

dapat menjamin pelaksanaanya secara konprehensif dan tepat penanganan 

serta sesame yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat 

keluarga dan orangtua anak. 

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian 

kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu 

disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah 

arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh 

anak. 
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Seluruh Negara eropa memiliki perarutan perundang-undangan tentang 

juvenile justice yang secara umum mendasarkan pada pendekatan 

kesejahteraan (welfare approach). Dengan pendekatan ini, para pelanggar usia 

anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem 

peradilan pidana serta segala tindakan yang akan diambil oleh Negara dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin 

mengedepankan kepentingan  terbaik bagi anak. 

Terdapat lima macam pedekatan yang bisa digunakan dalam menangani 

pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu: 

1. Pendekatan yang murni yang mengedepankan kesejahteraan anak 

2. Pendekataan kesejahteraan dengan intervensi hukum 

3. Pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan   

semata 

4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman dan 

5. Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributive 

 

Adanya kelima bentuk pendekatan tersebut, tidak terlepas dari pertentangan 

antara dua pendekatan dominan dalam menangani juvenile delinquency, yaitu 

pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, dan juga mencerminkan 

perubahan atau dinamika pemikiran masyarakat dalam memberikan respon 

terhadap pelaku pelanggaran usia anak. Jika pendekatan kesejahteraan 

mempresentasikan keinginan pengadilan untuk mendiagnosa masalah utama 

yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan memperlakukan 

anak tersebut seperti mengobati anak, pendekatan keadilan mempresentasikan 
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perhatian tradisional dari hukum yang bertujuan menghukum pelaku 

pelanggaran menujut derajat atau keseriusan atas akibat yang ditimbulkannya. 

 

Pembangunan dibidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu 

ditindaklanjuti, mengingat itu konfleknya permasalahan-permasalahan hukum 

termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan 

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah 

Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparatur penegak 

hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta lembaga 

Pemasyarakatan) diharapkam mampu melaksanakan upaya penegakan ukum 

yang nyata dan dapat dipertangung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum 

yang berlaku agar tatanan kehidupan masyarakat dan berbangsa yang aman 

dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah upaya hukum 

sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, kana didalamnya terkait 

begitu banyak factor yang empengaruhinya. 

 

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai 

hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu 

dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi 

agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau 

dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, 

yang pada akhirya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana.  

 

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat 

suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati.Terhadap orang yang 

melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan 
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diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang 

telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik 

penjara, kurungandan atau denda. Uraian di atas menunjukkan adanya 

pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleksnya fenomena 

hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring 

dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah 

Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparatur penegak 

hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) 

diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan 

dapat di pertanggungjawabkan sesuaidengan peraturan hukum yang berlaku 

agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib 

dapat di capai semaksimal mungkin.  

 

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak 

selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban 

tindak pidana kesusilaan. Sementara itu disisi lain penegak hukum sangat 

terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana 

huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang 

berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan 

erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan 

terhadap anak terkena imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti 

misalnya terkait persoalan politik dan uang.  
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Diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan 

yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencari 

keadilan.Sebagai contoh perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang 

dilakukan oleh lelaki dewasa adalah Perkara Nomor 

107/Pid.Sus/2015/PN.MET.Terdakwa bernama Dedi Setiadi Alias Katel (23 

tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 

kesusilaan terhadap korban Restu Safitri (13 tahun), sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak: 

1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) 

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka 

seharusnya terdakwa dipidana minimal paling singkat 5 (lima) tahun 

penjara, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim hanya menjatuhkan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara terhadap terdakwa, 
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dikurangi dengan masa tahanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam skripsi yang berjudul:”Analisis Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kesusilaan” 

(Perkara No. 107/Pid.Sus/2015/PN.MET) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.  Permasalahan 

Untuk menguraikan lebih lanjut dalam bentuk pembahasan yang bertitik 

tolak dari latar belakang, maka yang jadi permasalahan dalam hal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan 

pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan ? 

b. Apakah putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian termasuk ke dalam kajian hukum pidana yang 

meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta 

pelaksanaan hukum pidana. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro mengenai Penjatuhan pidana 

dibawa minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan nomor 

perkara Nomor:107/Pid.Sus/2015/PN.MET, ruang lingkup waktu 
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penelitian adalah tahun 2016 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah 

pada Pengadilan Negeri Metro. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui yang menjadi  dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam penjatuhan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak 

pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Metro dalam perkara 

No.107/Pid.sus/2015/PN.MET. 

b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam 

perkaraNo.107/Pid.sus/2015/PN.MET sudah sesuai dengan rasa 

keadilan. 

 

2. Kegunaan Penulisan 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penyusunan karya ilmiah ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembang ilmu hukum 

pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai iplementasi 

dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dibawah 

minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan ( studi perkara 

No.107/Pid.sus/2015/PN.MET ). Serta dapat, menjadi bahan literature 

informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan 
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penulisan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 

kesusilaan. 

b.  Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca pada umumya 

termasuk masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam 

mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat dan efisien guna 

menanggulangi tindak pidana kesusilaan. 

 

D. Kerangka teoritis dan Konseptual 

 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.
1
 

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritisyang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a.  Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses 

penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan 

sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan 

teori kebenaran.
2
 Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk 

memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti 

yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi 

                                                           
1Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 124. 
2Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 
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yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan 

antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan 

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim 

melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan 

perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha 

menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, 

peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada 

kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk 

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur 

negara hukum. Sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman adalah 

hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim 

melalui putusannya.  

 

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang 

diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa 

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di 

samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral 

yang baik.
3
 

 

                                                           
3Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: 

SinarGrafika,.2010, hlm.103.8Ibid, hlm.104. 
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Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan 

hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan 

tugas dan fungsi yudisialnya.
4
 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 

merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati 

oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang 

dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak 

hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, 

tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan 

pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak 

dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan 

keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk 

mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-

prosedur yang tidak adil.  

 

                                                           
4Ibid, hlm.104. 
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Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat.Supremasi 

hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda. Teks-

teks hukum hanya permainan bahasa (language of game)yang 

cenderung menipu dan mengecewakan.Hukum dan kekuasaan 

mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.  

 

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum 

adalah kelaliman.Baik buruknya sesuatu kekuasaan, tergantung dari 

bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan.Artinya, baik buruknya 

kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk 

mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh 

masyarakat lebih dahulu.Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak 

bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk 

organisasi yang teratur.
5
 

 

Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting jika digunakan 

kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. 

Karena itu di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, 

juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya 

seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap 

kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari 

masyarakat juga merupakan pembatas yangampuh bagi pemegang 

kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak 

untukkepentingan penguasa, tetapi untuk kepentingan masyarakat. 

                                                           
5Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11. 
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Tatanan hukum, didukung oleh norma-norma yang secarasengaja dan 

sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam 

masyarakat. Karena tatanan hukum itu berupa norma-norma yang 

berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, maka ia merupakan 

pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya 

masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. 

 

b.TeoriKeadilan 

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan 

sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan the search 

for justice.
6
Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, 

peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. 

 

Dalam buku nicomachean ethics, buku sepenuhnya ditujukan bagi 

keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap 

sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa 

ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.
7
 

 

Pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia 

sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang 

kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa 

semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional 

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

                                                           
6Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah, cet VIII, Yogyakarta, Kanisius, 1995 hal 196 
7Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004 hlm 24 
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kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini 

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar 

keadilan.
8
 

 

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan 

distributif dan keadilan korektif.
9
 Yang pertama berlaku dalam hukum 

publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan 

distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan 

atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam 

wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan 

yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang 

kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang 

disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan 

dihilangkan. 

 

Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan 

barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam 

masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah 

bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai 

dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.
10

 

 

                                                           
8http://miftahulbari.blogspot.co.id/2012/05/keadilan-dalam-prespektif-teori-hukum.html, diakses pada 19 

maret 2016 
9http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html, diakses pada tanggal 19 maret 2016 
10Carl Joachim Friedrich, op.cit, hlm 25 

http://miftahulbari.blogspot.co.id/2012/05/keadilan-dalam-prespektif-teori-hukum.html
http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html


17 
 

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika 

suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan 

korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak 

yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman 

yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun 

ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang 

sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas 

membangun kembali kesetaraan tersebut.  

 

Nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan 

sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
11

 

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya 

dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada 

sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan 

lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari 

komunitas hukum tertentu.  

 

Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara 

hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. 

Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang 

terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu 

pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, 

kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap 

                                                           
11Ibid 
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merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum 

manusia.
12

 

 

John Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori 

keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair 

equality of opportunity.Inti the difference principle, adalah bahwa 

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat 

yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
13

 

 

Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju 

pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur 

pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.Sementara itu, 

theprinciple of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka 

yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek 

kesejahteraan, pendapat dan otoritas.Mereka inilah yang harus diberi 

perlindungan khusus. 

 

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut 

prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, 

lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. 

Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari 

apa yang dianggap normal oleh masyarakat.
14

 

 

 

 

                                                           
12Ibid, hal 26-27 
13Hari Chand, Modern  Jurisprudence, Kuala Lumpur, Internasional Law Book Review, 1994.hlm.278. 
14http://miftahulbari.blogspot.co.id/keadilan-dalam-teori-hukum.html diakses pada tanggal 19 maret 2016 

http://miftahulbari.blogspot.co.id/keadilan-dalam-teori-hukum.html
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Boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak 

dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari 

orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.Situasi 

ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga 

paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.  

 

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan 

yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip 

keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi 

setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial 

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang 

bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik 

mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 

beruntung.
15

 

 

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar 

masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat 

hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi 

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti 

keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu melakukan 

koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami 

kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, 

dan politik yang memberdayakan dan setiap aturan harus 

                                                           
15John Rawls, A Theory of Justice, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa 

Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006 
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memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan 

kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami 

kaum lemah. 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus 

pengamatan dalam melaksanakan penelitian.
16

 Batasan pengertian dari 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungianak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana 

merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib 

hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan 

terhadap seorang pelaku. 

d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana 

                                                           
16Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
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e. Tindak pidana kesusilaan adalah setiap bentuk perilaku yang 

memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah 

orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang 

menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa 

malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan 

kehilangan kesucian. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, 

maka disajikan penulisan sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami 

pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang 

merupakan tinjauan yang besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan 

sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah 

yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-

sumber data, pengolahan data dan analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan 

dibahas yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Pidana Dibawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan 

(Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET). 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu 

merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada.  
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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tindak Pidana Kesusilaan 

 

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin delicta atau delictum yang 

dikenal dengan istilah strafbar feit dan dalam KUHP (Kitab Undang–Undang 

Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata Strafbar 

feit inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda–beda dari kalangan 

ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang 

menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Dari 

pengertian secara etimologi ini menunjukan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam 

pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah crime dan 

criminal.
17

 

 

Kata Pidana berarti hukuman kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, 

korupsi dan lain sebagainya. Pidana juga berarti hukuman. Dengan demikian, 

kata mempidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum 

seseorang karena melakukan tindak pidana.  

 

                                                           
17Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja 

  Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 34 
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Dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana berarti orang yang 

dikenai hukuman.beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, 

antara lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbutan pidana, 

perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, criminal act dan 

sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana.
18

 

 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut, 

dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan 

kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.
19

 

 

Lebih lanjut Molejatno menjelaskan antara larangan dan ancaman pidana ada 

hubungan erat, karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan 

kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan 

satu dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, jika yang 

menimbulkannya bukanlah orang. Seseorang tidak dapat diancam pidana, jika 

tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan 

yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan perbuatan, yaitu pengertian 

                                                           
18J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco , 1995, hlm 25 
19Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,1985, hlm 37 
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abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian 

yang tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Dari pengertian tersebut, maka menurut Moeljatno setidaknya terdapat 5 

(lima) unsur perbuatan pidana, yaitu
20

: 

 

1. Kelakuan dan akibat. 

2. Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

4. Unsur melawan hukum yang objektif. 

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

 

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif 

guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini 

penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan 

pertanggungjawaban pidana (criminal liability).
21

 

 

1. Pelaku Tindak Pidana 

 

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang 

melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur 

tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.Seperti 

yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatakan : 

(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 

turut serta melakukan perbuatan; 

                                                           
20Moeljatno, ibid hlm 38 
21Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007, hlm 82 
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2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku 

tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu
22

: 

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger) 

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat 

diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan 

(pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah 

dengan 2 kriteria:  

a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya 

tindak pidana, 

b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 

 

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana 

(doen pleger)Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat 

ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger). 

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya 

Adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk 

melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka 

secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. 

                                                           
22Undang-Undang KUHP pasal 55 ayat (1) tentang Pelaku Tindak Pidana. 
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Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai 

manusministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai 

manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat 

tidak langsung). 

 

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan  

Adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus 

ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan 

tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya 

kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari 

pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak 

pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger). 

 

c. Karena tersesatkan 

Adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak 

pidana yang disebabaklan oleh pengaruh dari orang lain dengan 

cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka 

memutuskan kehendak untuk berbuat. 

 

d. Karena kekerasan 

Adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang 

besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu 

tidak berdaya.Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah 

bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana.  
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3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) 

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang 

dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini 

menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana 

haru memenuhi dua syarat ; 

 

a. Harus adanya kerjasama secara fisik. 

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama 

untuk melakukan tindak pidana. 

 

Turut serta melakukan (medepleger), ialah setiap orang yang sengaja 

berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana,dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat 

peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah 

dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat 

yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan 

tindak pidana tersebut. 

 

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) Syarat-syarat uit lokken 

yaitu: 

a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak 

untukmelakukan tindak pidana. 

b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak 

pidana. 
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c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang 

tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, 

ancaman, dan lain sebagainya). 

d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana 

sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan. 

 

Pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku 

tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya 

pelaku diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak 

pidana yang dilakukan.
23

 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Asusila  

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP 

sekarang.Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang 

berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar 

kesusilaan.Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 

Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik). 

 

Ketentuan ini mengartur persoalan dengan sengaja dan tanpa 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 

yang melanngar kesusilaan.  

 

                                                           
23Adami Chajawi, (Pelajaran Hukum Pidana), Rajawali Pers, Jakarta, 2002 , hlm 23 
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Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila.Pelanggaran 

asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar 

kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah 

diatur dalam KUHP. 

 

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan 

sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud 

untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau 

ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk 

kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung 

rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang 

keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi 

pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau 

dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan 

masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. 

 

Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan 

dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam 

penguasaan norma-norma keputusan bertingkahlaku dalam pergaulan 

masyarakat.Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan 

(masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu 

cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandanngan dengan nila-nilai 

yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana 

mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat 
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dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang 

minimal (das recht ist das ethische minimum). 

 

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan 

masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih 

lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah 

karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat 

berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di 

masyarakat tertentu. 

 

Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang 

lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu 

tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan 

merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian 

perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara induvidual tidak seberapa 

besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-

laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di 

negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di 

negara Indonesia.  

 

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang 

bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-

batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Delik susila 

menjadi ketentuan universal apabila :  

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan  

2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur  
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3.Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum  

4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.  

5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya 

guru terhadap muridnya.  

 

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan 

yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan 

pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa 

malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah 

dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa kriterium 

eer boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai 

kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat 

menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.  

 

Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan 

antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak 

mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan pada 

umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Masyarakat secara umum 

menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena 

bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup 

dimasyarakat.Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau 

media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai 

moral dan rasa kesusilaan masyarakat. 

 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum
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Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi 

tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih 

menjujung tinggi nilai moral. Menurut Simons kriterium eer boarheid 

(kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan 

seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa 

malu kesusilaan orang lain. 

 

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak 

yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) 

namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, 

khusunya para orang tua. Delik kesusilaan menutut D. Simons orang yang 

telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin 

pula, tidak dapat dihukumsebagai turut melakukan dalam perzinahan yang 

dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam 

bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” 

yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.  

 

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, 

mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah 

terjemahan dari “outtrange public a la pudeur” dalam Pasal 330 Code 

Penal. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “ tidak ada kesopanan di bidang 

seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang 

tidak usah malu apabila orang lain melihatntya atau sampai mengetahuinya 

dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat 

apabila melihat atau sampai mengetahuinya. 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum
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3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untukmemberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindunganmasyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 

hukum.
24

 

 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri 

dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian. 

 

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban,yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak 

mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara, baik fisik maupun 

psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh 

negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga 

                                                           
24Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133. 
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negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib 

menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. 

 

Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan 

peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya 

kejahatan sebagai tindak pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan 

terlebih dahulu hal–hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan 

saksi dan/atau korban dalam tindak pidana sebagai berikut: 

 

a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan 

dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri. 

b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan padaumumnya hukum pidana 

dan acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak 

lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk 

pihak saksi dan korban. 

c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang 

terjalin dalam peraturan hukum pidana koloni. 

d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena 

kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya 

penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat. 

e. Adanya pencerminan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya 

saksi dan korban yang lebih besar pada pembuat saksi dan korban lebih 

besar pada pembuat saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum 

pidana dan acara pidana mengenai tangguang jawab terjadinya tindak 

pidana. 

f. Masih berlakunya pandangan, bahwa bila saksi dan/atau korban ingin 

mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus 

menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum 

perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang 

sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan 

penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan 

segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu 

ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan 

kesejahteraan rakyat.
25

 

 

 

                                                           
25Arief Gosita., Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta. 2011.hlm.12-13 
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Kepastian, kegunaan, keadilan antara lain akan tampak apabila diperankan 

oleh penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan 

tidak melupakan perlindungan saksi dan korban dalam menegakan hukum 

tersebut, perlindungan saksi korban bertujuan memberikan rasa aman 

kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keteranganpada setiap 

proses peradilan pidana (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006tentang Perlindungan Saksi dan Korban). 

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, menyatakan sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan 

kekerasan maupun cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan atau 

korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksudPasal 5 

ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan atau korban tidak 

memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling 

lama lima tahun dan dipidana denda paling sedikit empat puluh juta 

rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah. 

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi 

dan atau korban, dipidana dengan penjara paling singkat dua tahun dan 

paling lama pidana penjara tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit 

delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta 

rupiah.Setiap orang yang melakukan pemaksaaan kehendak 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sehingga mengakibatkan 

matinya saksi dan atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat lima tahun dan paling lama seumurhidup dan pidana denda 

paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus 

juta rupiah 

 

Pasal 5 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan 

korban berhak: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan. 

c. Memberi keterangan tanpa tekanan. 

d. Mendapat penerjemah. 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. 
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g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

i. Mendapat identitasbaru. 

j. Mendapat tempat kediaman baru. 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 

l. Mendapat nasihat hukum; dan/ataumemperoleh bantuan biaya hidup 

sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana 

dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. 

 

Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang 

berlaku, yaitu melalui pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah 

dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak 

pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai pada 

masyarakat; memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan 

terhadap korban kejahatan dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para 

pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan 

sebagai suatu lembaga yang menangani korban kejahatan, dapat juga 

masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran 

serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi 

korban di mana korban bertempat tinggal. 
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Begitu banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap dengan berbagai 

alasan seperti tidak adanya saksi, saksi ataupun korban yang 

mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan 

keselamatan dirinya ataupun keluarganya, saksi pelapor yang justru 

menjadi tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik. 

Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban mengakibatkan 

semakin menjamurnya pelanggaran terhadap hukum di Indonesia.Inilah 

mengapa jaminan perlindungan saksi dan korban sangatlah penting untuk 

diatur secara khusus mengingat contoh-contoh kasus yang telah terjadi. 

 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya 

suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan 

sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

macam yang dapat dipahami, sebagai berikut
26

: 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar 

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 

yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus 

mengenai perlindungan hukum preventif. 

                                                           
26http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses pada tanggal 6maret 

2016 
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2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan 

hukum ini.Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia. 

 

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan 

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

 

B. Penjatuhan Pidana 

 

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, 

dan hukuman pidana.  

 

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi 
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atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 

Negara pada pelaku delik itu.
27

 

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: 

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.  

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).  

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang.  

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri 

seseorang karena telah melanggar hukum.  

 

Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau 

nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang 

dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.  

 

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana 

merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, 

batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana 

menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan 

pengecualian penjatuhan pidana.
28

 

 

 

 

                                                           
27Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186. 
28Adami Chazawi,.Op.Cit.,.hlm 23. 
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Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana : 

1) Teori Relatif atau tujuan  

Teori ini mencari mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan 

tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya 

kejahatan.Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki 

atau membinasakan. Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekkan 

sampai revolusi Prancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain 

dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkanan, kadang-kadang 

pelaksanaan pidana yang telah diputu kan itu dipertontonkan didepan 

umum dengan sangat ganasnya agar supaya anggota masyarakat ngeri 

melihatnya yang akhirnya muncul sebutan adogium latin ( neon prudens 

punit,quia peccantum, sed net peccetur ) supaya kalayak ramai betul-

betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan 

pelaksanaannya didepan umum. 

2) Teori Absolut atau teori pembalasan  

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh imanuel 

kant, Hegel, Herbart, para sarjana yang mendasarkan teorinya pada 

filsafat katolik dan para sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya 

pada ajaran Al-quran. Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak lah 

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan 

itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, 

pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu 

memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan 

harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran.  
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Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut karena pidana merupakan 

tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi 

menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.  

3) Teori gabungan  

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada 

yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur 

pembalasan dan prefensi seimbang 

a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh 

Pompe, 

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada 

pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi 

lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya 

bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan 

tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika 

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi 

kepentingan umum.  

 

Van Bemmelan pun menganut teori gabungan dengan mengatakan : 

pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 

masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara 

tujuan jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan 

untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.  

 

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan 

keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang 

berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan 
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yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh 

terpidana,Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya 

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan 

oleh apa yang berguna bagi masyarakat. 

 

Teori yang dikemukikan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan 

kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap 

pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah 

melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap 

hukum dan pemerintah.  

b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib 

masyarakat. 

 

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan 

gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang 

seharusnya.Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan 

terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara 

sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. 

Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.  

 

Dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan 

pidana yaitu : 

1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hokum demi pengayoman masyarakat. 

2) mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 

menjadikannya orang yang baik dan berguna. 

3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan olah tindakan pidana 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ( pasal 5 ). 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam 

rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam 

arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam 

masyarkat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana ( mirip dengan 

expiation ). 

 

Tujuan Pidana 

Tujuan pidana adalah reformation, restraint, retribution dan deterrence. 

Reformasi mempunyai arti memperbaiki atau merubah orang yang melakukan 

kejahatan menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan 

memperoleh keuntungan dan aman jika tidak ada orang yang melakukan 

kejahatan dan tidak ada kerugian jika orang jahat berubah menjadi baik. 

Reformasi harus dibarengi dengan tujuan lain seperti pencegahan. 

 

Restraint adalah mengasingkan pelanggaran dari masyarakat, dengan 

tersingkirnya pelanggaran hokum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan 

menjadi lebih aman, jadi ada juga kaitannya dengan system reformasi. Jika 

dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dipengasingan dalam 

penjara. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampokan 

bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan. 

 

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan 

kejahatan.  

Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga si terdakwa sebagai 

individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera dan 

takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 
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Teori tentang tujuan pidana semakin hari semakin menuju kearah system 

yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan system pidana 

menunjukkan bahwa retribution atau untuk tujuan memuaskan pihak yang 

dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi 

korban. Hal ini masih bersifat primitive tetapi kadang masih terasa 

pengaruhnya pada zaman modern ini.yang dipandang tujuan berlaku sekarang 

ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan ( detterent ) baik ditujukan kepada 

pelanggar hokum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi 

menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, 

perbaikan (reformasi) kepada penjahat.  

 

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab 

2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh 

mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:  

1.  Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 

No. 77) 

2.  Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749) 

3.  Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741) 

4.  UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. 
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C. Dasar Pertimbangan Hakim 

 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di 

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan 

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
29

 

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak.
30

 

 

                                                           
29 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 

hlm 140. 
30Ibid, hlm 141. 
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Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 

tentang hal-hal sebagai berikut :  

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
31

 

 

2. Dasar Pertimbangan Hakim  

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran 

teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 

kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui 

putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.  

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi 

dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam 

proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterengan 

para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. 

                                                           
31Ibid, hlm 142. 
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Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan 

modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga 

melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan.Pertimbangan hakim dalam 

putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, 

yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman 

unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan. 

b. Pertimbangan Non Yuridis (Sosologis) 

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan 

sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat Justitia 

et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). 

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi 

masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan 

layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh 

keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada. 

Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu : 

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 

di masyarakat. 

2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 

yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
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3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan 

korban. 

4. Faktor masyarakat, yakni liingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulann hidup. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-

Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.
32

 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena 

                                                           
32Ibid, hlm 142 
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tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.  

 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
33

 

 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini 

haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus 

memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 

dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 

48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang”.
34

 

 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah 

terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 

kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.  

 

                                                           
33Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),hlm 94. 
34Ibid, hlm 95. 



51 
 

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan 

kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 

jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 

dan mengadilinya.  

 

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum 

terkenal.Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam 

Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat 

bermanfaat dan berhasil guna dapat memecahkan masalah yang akan dibahas 

berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja 

untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah 

mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi,pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan 

sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.
35

 

 

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahamantentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek 

yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan 

                                                           
35Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada AnakFord Foundation.Jakarta.2005.hlm.2. 
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literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.Pendekatan yuridis 

empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau 

berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa 

pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektifitas hukum.
36

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
37

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek 

penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang 

diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang 

berhubungan dengan Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh 

terdakwa Dedi Setiadi alias Katel (Perkara 

No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:
38

 

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari: 

                                                           
36Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.5 
37Ibid, hlm.11. 
38Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.33-37. 
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a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 

Nomor 73 Tahun 1958tentang Pemberlakuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979tentang Kesejahteraan 

Anak. 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi 

Manusia. 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan 

Anak 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum 

yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan 

lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, seperti literatur 

dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti 

teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum dan 

buku lain yang membahastentang anak, dokumentasi, kamus hukum  

dan internet. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. 

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro :     1 orang  

b. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro :     1 orang  

c. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila:    1 orang 

Jumlah  :        3 orang 

 

 

D. PengumpulanData  

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
39

 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur sertamelakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan. 

                                                           
39Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 176. 
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b. b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
40

 

 

E. PENGOLAHAN DATA 

 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang 

telahdiperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatanpemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

 

 

 

                                                           
40Soerjono Soekanto. Op cit. hlm.112 
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F. Analisis Data 

 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan.Analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke 

hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana di bawah 

minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan pada perkara No. 

107/Pid.Sus/2015/PN.MET lebih ditekankan kepada asas keadilan dan 

fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus 

diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non yuridis demi mewujudkan 

suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun 

keadilan sifatnya realatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan 

yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus mengandung tiga aspek 

yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan dan dipertanggungjawabkandalam putusan hakim adalah 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan 

keadilan masyarakat. 

2. Putusan hakim dalam perkara No. 107/Pid.Sus/2015/PN.MET belum 

sesuai dengan rasa keadilan, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di 

bawah minimum berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta 
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keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang 

melingkupinya karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat 

kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis hakim akan menjauh 

dari titik keadilan. Sebaliknya kalau hakim menjatuhkan putusan lebih 

dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan 

menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu pertimbangan yang 

bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat 

titik kepastian hukum dan kapan harus berada di dekat titik keadilan.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Hakim disarankan untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana kesusilaan sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, karena pada dasarnya tuntutan tersebut bertujuan untuk 

memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban tindak 

asusila sesuai dengan asas legalitas. Meskipun kebebasan hakim dalam 

menjatuhkan putusan dilindungi undang-undang, namun hendaknya 

putusan selaras dengan tuntutan JPU, sehingga tidak menjadi 

yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam menjatuhkan pidana minimal 

kepada pelaku tindak pidana kesusilaan. 

2. Setiap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak seharusnya 

dihukum dengan hukuman yang maksimal, sehingga memberikan efek 

jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain. Orang tua 

dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan 
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pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak di 

bawah umur, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi 

terjadinya tindak pidana kesusilaan yang mengancam anak dibawah 

umur. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin 

intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat 

meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana kesusilaan yang 

mungkin dapat terjadi di lingkungan masyarakat setempat. 
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